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PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS
NOMORNOMORNOMORNOMOR 1111 TAHUNTAHUNTAHUNTAHUN 2012012012012222

TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG

PENAMBAHANPENAMBAHANPENAMBAHANPENAMBAHAN PENYERTAANPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAAN MODALMODALMODALMODAL DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH PEMERINTAHPEMERINTAHPEMERINTAHPEMERINTAH
KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS KEKEKEKE DALAMDALAMDALAMDALAM MODALMODALMODALMODAL PT.PT.PT.PT. BANKBANKBANKBANK

PEMBANGUNANPEMBANGUNANPEMBANGUNANPEMBANGUNAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH SUMATERASUMATERASUMATERASUMATERA SELATANSELATANSELATANSELATAN
DANDANDANDAN BANGKABANGKABANGKABANGKA BELITUNGBELITUNGBELITUNGBELITUNG

DENGANDENGANDENGANDENGAN RAHMATRAHMATRAHMATRAHMAT TUHANTUHANTUHANTUHAN YANGYANGYANGYANG MAHAMAHAMAHAMAHA ESAESAESAESA

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi

Rawas Nomor 3 Tahun 2010, Pemerintahan Kabupaten

Musi Rawas telah melakukan penyertaan modal daerah

pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan

sebesar Rp. 27.330.848.507,07 (dua puluh tujuh milyar

tiga ratus tiga puluh juta delapan ratus empat puluh

delapan ribu lima ratus tujuh rupiah nol tujuh sen);

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Rawas akan

melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke

dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera

Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal

Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada PT.

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan

Bangka Belitung.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang

Standar Akuntansi Pemerinahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 4503);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3

Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas pada PT. Bank

Pembangunan Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010

Nomor 3).
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DenganDenganDenganDengan PersetujuanPersetujuanPersetujuanPersetujuan BersamaBersamaBersamaBersama

DEWANDEWANDEWANDEWAN PERWAKILANPERWAKILANPERWAKILANPERWAKILAN RAKYATRAKYATRAKYATRAKYAT DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

dandandandan

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS

MEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKANMEMUTUSKAN ::::

MenetapkanMenetapkanMenetapkanMenetapkan:::: PERATURANPERATURANPERATURANPERATURAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH TENTANGTENTANGTENTANGTENTANG PENAMBAHANPENAMBAHANPENAMBAHANPENAMBAHAN

PENYERTAANPENYERTAANPENYERTAANPENYERTAAN MODALMODALMODALMODAL DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH PEMERINTAHPEMERINTAHPEMERINTAHPEMERINTAH

KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUSIMUSIMUSIMUSI RAWASRAWASRAWASRAWAS KEKEKEKE DALAMDALAMDALAMDALAM MODALMODALMODALMODAL PT.PT.PT.PT. BANKBANKBANKBANK

PEMBANGUNANPEMBANGUNANPEMBANGUNANPEMBANGUNAN DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH SUMATERASUMATERASUMATERASUMATERA SELATANSELATANSELATANSELATAN DANDANDANDAN

BANGKABANGKABANGKABANGKA BELITUNGBELITUNGBELITUNGBELITUNG....

PasalPasalPasalPasal 1111

(1) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas melakukan penambahan penyertaan

modal Daerah ke dalam modal PT. Bank Pembangunan Daerah

Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan

menambah pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat.

(3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi

perusahaan/profit oriented dan pelayanan kepada masyarakat/social

oriented

PasalPasalPasalPasal 2222

(1) Nilai penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1, sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
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(2) Penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

(3) Besarnya nilai penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) akan disetor setiap tahun selama 2 (dua) tahun dengan nilai

pertahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

PasalPasalPasalPasal 3333

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau

pada tanggal 25 Mei 2012

BUPATIBUPATIBUPATIBUPATI MUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

dtodtodtodto

RIDWANRIDWANRIDWANRIDWAN MUKTIMUKTIMUKTIMUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau

pada tanggal 25 Mei 2012

SEKRETARISSEKRETARISSEKRETARISSEKRETARIS DAERAHDAERAHDAERAHDAERAH
KABUPATENKABUPATENKABUPATENKABUPATEN MUSIMUSIMUSIMUSI RAWAS,RAWAS,RAWAS,RAWAS,

dtodtodtodto

H.H.H.H. RAIDUSYAHRI,RAIDUSYAHRI,RAIDUSYAHRI,RAIDUSYAHRI, S.H.,S.H.,S.H.,S.H., M.M.M.M.M.M.M.M.
PembinaPembinaPembinaPembina UtamaUtamaUtamaUtama Muda.Muda.Muda.Muda.
NIP.NIP.NIP.NIP. 19570704195707041957070419570704 198303198303198303198303 1111 005005005005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2012 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

Kepala Bagian Hukum,

MUKHLISIN,MUKHLISIN,MUKHLISIN,MUKHLISIN, S.H.,M.H.S.H.,M.H.S.H.,M.H.S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19700623 199202 1 003
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